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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber
daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan
pembangunan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini,
faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dana perimbangan dan belanja modal menjadi variabel yang sering dianalisis
karena perannya yang signifikan dalam memengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Definisi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan bidang keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam
menentukan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan keberlanjutan dan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia,

dimana otonomi daerah telah menjadi elemen penting



dalam reformasi pemerintahan, penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin relevan.
Salah satu perwujudan otonomi daerah dalam mengelola keuangan terdapat
pada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah
yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang, hal
ini dibuktikan dengan maraknya pembangunan- pembangunan yang sudah
maupun sedang dilaksanakan (Nurlita, 2019).

Ukuran pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari jumlah penduduk,
luas wilayah, atau kapasitas sumber daya, memiliki implikasi terhadap
kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran
besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Namun, ukuran yang besar juga sering kali disertai dengan
tantangan dalam mengelola anggaran secara efisien (Sutrisno & Widodo, 2021).
Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berbasis tanggung jawab
(stewardship) untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara
transparan dan tepat sasaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama
yang mencerminkan kemandirian finansial pemerintah daerah. Semakin besar
PAD yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk
membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer
dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018).. Dalam perspektif teori
stewardship, pengelolaan PAD yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk

meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



Dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berperan sebagai sumber
pembiayaan tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung
kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan dana perimbangan yang efisien dan
sesuai dengan prioritas pembangunan sangat penting untuk meningkatkan
kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori stewardship menekankan bahwa
dana ini harus dikelola secara akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan
yang berkelanjutan (Rahmawati & Basuki, 2020).

Dalam kaitannya dengan teori stewardship, kepala daerah dan pejabat
pengelola keuangan daerah bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab
untuk mengelola sumber daya keuangan demi kepentingan masyarakat.
Stewardship yang baik tercermin dari pengelolaan keuangan yang berorientasi
pada pencapaian tujuan pembangunan, transparansi dalam pelaporan keuangan,
serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah yang
mengadopsi prinsip-prinsip stewardship diharapkan dapat memanfaatkan PAD
dan dana perimbangan secara optimal, terlepas dar1 besarnya ukuran pemerintah
daerah.

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah
kabupaten/kota yang signifikan, menawarkan konteks yang relevan untuk
mengkaji hubungan antara ukuran pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan,
dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Dengan berbagai karakteristik
daerah, seperti perbedaan dalam potensi PAD, jumlah penduduk, dan luas

wilayah, terdapat peluang untuk memahami bagaimana faktor-faktor



tersebut memengaruhi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Analisis
terhadap data tahun 2021-2023 dapat memberikan gambaran terkini mengenai
pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.

Hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan tambahan
perspektif bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas
keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting
untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapan kebijakan otonomi daerah
dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola
keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan
daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan
pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari & Sedana, 2018a).

Pelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor kunci yang dapat
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli
Daerah adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri,
sementara Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah
pusat. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Ukuran Pemerintah Daerah mencakup
karakteristik pemerintah daerah yang dapat memengaruhi kebijakan dan
pengelolaan keuangan.

(Maulina et al., 2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli



Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota dan
Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah
berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan
Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Dana Perimbangan
berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan
Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Penelitianyang dilakukan oleh (Sari &
Mustanda, 2019) menghasilkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan
Asli Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh (Putri & Darmayanti, 2019) menghasilkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikanterhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh Negatif
Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama dalam
menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sangat beragam,
mulai dari ukuran pemerintah daerah, kemampuan dalam mengelola
pendapatan, hingga pengelolaan keuangan dan pembagian dana dari pemerintah
pusat.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang

dimilikidaerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi



masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai. Pernyataan ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan (Maulina afia,mustafa akmal, 2021) bahwa
ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Padang, 2023), Artinya
ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu factor yang harus diperhatikan
untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian lain yang
dilakukan oleh (Adinata & Efendi, 2022) serta (Sari & Mustanda, 2019a)
menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif
terhadap kinerja keuanganpemerintah daerah,.(Purwanti, 2021) menemukan
hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah
daerah, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan
kemampuan perekonomian daerah, sistem pembayaran yang adil, rasional,
proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), serta
memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang
bersangkutan.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana



yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
daerah yang penghasilannya berdasarkan angka presentase tertentu dengan
maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. (Maulina afia,mustafa akmal, 2021) menemukan hasil bahwa
dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.(Nauw & Riharjo, 2021) menemukan hasil bahwa dana perimbangan
tidak berpengaruh pterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Walaupun telah ada penelitian terdahulu yang telah melakukan
penelitian mengenai variabel-variabel terkait. Namun pada kenyataannya, hasil
dari penlitianterdahulu masih terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan antara
peneliti satu dengan peneliti yang lain. Merujuk pada hal tersebut, maka penulis
tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran
Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan, dan Belanja
Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
(2021-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Analisis kinerja keuangan membantu memastikan bahwa pemerintah
daerahmenggunakan sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Ini
memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dikelola
dandialokasikan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka
rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana pengaruh Ukuran

Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan, dan Belanja



Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
(2021-2023?”. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Apakah Ukuran Pemerintah  Daerah berpengaruh terhada Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja
KeuanganPemerintah Daerah ?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja
KeuanganPemerintah Daerah?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah?
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah

4. Untuk menganalis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah
1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis



1. Bagi pihak pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi
pihak Pemerintah Daerah/kota mengenai pengaruh ukuran pemerintah
daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja
pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi

kemajuan daerah.

2. Bagi pihak lainnya, sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin

meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemda.

3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama
mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan,

belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah
daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja
modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pemahaman ini
bermanfaat untuk mengembangkan teori dalam bidang ekonomi publik,
khususnya terkait dengan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam

memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.
2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori Stewardship menjadi grand teori dalam penelitian ini, Menurut
(Donaldson & Davis, 1991) stewardship menggambarkan bahwa tidak ada
suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan individu
melainkan lebih fokus pada kepentingan organisasi. Teori stewardship juga
merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran
hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini
mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para
eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya
et al.,, 2017). Dalam konteks pemerintah daerah, teori ini relevan karena para
pengelola keuangan daerah, seperti kepala daerah dan perangkat lainnya,
diharapkan bertindak sebagai steward untuk memaksimalkan manfaat bagi
masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat
menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat
dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan
pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan
yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk

melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajer dan auditor

10



internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam
mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkanlaporan
informasi keuangan yang berkualitas (Haliah, 2013).

Ukuran pemerintah daerah, yang biasanya diukur berdasarkan jumlah
penduduk, luas wilayah, dan jumlah pegawai, memiliki kaitan dengan teori
stewardship. Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang besar memiliki
tanggung jawab lebih besar sebagai steward untuk mengelola sumber daya
secara efisien. Ukuran yang lebih besar sering kali berbanding lurus dengan
kebutuhan belanja yang lebih tinggi, sehingga pengelolaan yang buruk dapat
berdampak negatif pada kinerja keuangan. Sebaliknya, stewardship yang baik
akan mendorong efisiensi pengeluaran dan optimalisasi sumber daya dalam
skala besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama
kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif teori stewardship, pengelola
keuangan daerah memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk
mengoptimalkan PAD tanpa melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan.
PAD yang dikelola secara bertanggung jawab mencerminkan keberhasilan
pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal untuk mendukung
pembangunan. Dengan demikian, PAD yang tinggi menunjukkan efektivitas
pengelola sebagai steward dalam memanfaatkan aset daerah untuk
kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan
bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung

kebutuhan belanja daerah. Teori stewardship memandang bahwa dana ini
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harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan. Stewardship yang baik akan memastikan
bahwa dana perimbangan dialokasikan sesuai prioritas, seperti peningkatan
infrastruktur, pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan, sehingga dapat
meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Belanja modal merupakan salah satu elemen penting dalam
pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena secara langsung berkaitan
dengan peningkatan aset tetap dan kualitas pelayanan publik. Dalam
perspektif Teori Stewardship, belanja modal mencerminkan tanggung jawab
pemerintah daerah sebagai steward atau pengelola sumber daya publik yang
dipercayakan oleh masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa para pengelola
tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih
mengutamakan pencapaian tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat
dan keberlanjutan pembangunan daerah. Teori Stewardship menggarisbawahi
pentingnya integritas dan komitmen pengelola untuk memastikan bahwa
belanja modal tidak hanya mendukung stabilitas keuangan, tetapi juga
memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas pengelolaan
keuangan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.
Dalam kerangka teori stewardship, kinerja keuangan yang baik menunjukkan
keberhasilan pemerintah daerah dalam bertindak sebagai steward yang
bertanggung jawab terhadap sumber daya publik. Indikator kinerja keuangan,
seperti rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian, dapat digunakan untuk
mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola PAD, dana
perimbangan, dan sumber daya lainnya dengan baik.
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Teori stewardship juga menyoroti pentingnya transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang
transparan dalam pengelolaan PAD dan dana perimbangan akan lebih
dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa
setiap alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan,
sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap
pemerintah daerah. Selain itu, teori stewardship menggarisbawahi pentingnya
pengelolaan berbasis kinerja (performance-based management).

Ukuran pemerintah daerah memengaruhi kompleksitas pengelolaan
keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan. Pemerintah
daerah yang lebih besar membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih
kompleks dan terintegrasi. Stewardship yang baik memastikan bahwa
pemerintah daerah dapat menangani tantangan ini dengan mengadopsi
teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Pentingnya teori stewardship dalam konteks pengelolaan keuangan
daerah terletak pada kemampuannya untuk mendorong inovasi dan efisiensi.
Pemerintah daerah yang bertindak sebagai steward akan terus mencari cara
untuk meningkatkan PAD dan memanfaatkan dana perimbangan secara
optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan kinerja

keuangan secara berkelanjut.
2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan
seberapa besar atau kecil pemerintah daerah tersebut. Dalam mengukur

ukuran pemerintah daerah dapat digunakan berbagai proksi dari hal-hal
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tertentu. Sari dan Mustananda (2019) menggunakan total aset pemerintah
daerah sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. Sari
Rusmita (2019) juga menggunakan total aset sebagai basis untuk mengukur
ukuran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel Ukuran Pemerintah
Daerah akan diukur berdasarkan angka total aset kabupaten dan kota yang ada
di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan
terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural
untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhii kinerja keuangani pemerintah daerah, semakin besar ukuran
pemerintah daerahi maka semakin besar pula peluang kemudahanipemerintah
daerah dalami melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan
daerah, begitu juga sebaliknyai apabila ukuran pemerintah daerahi kecil maka
dalam pelaksanaani operasional dan rodai pemerintahani daerah akan
cenderungmengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah
makai dapat memberi kelancarani dalam memperolehi pendapatan asli daerah
(Aziz, 2016).

Menurut (Natoen et al., n.d.) ukurani (size) pemerintah daerah adalah
sesuatui yang dapat dijadikani sebagai tolak ukuri dalam menentukani besar
atau kecilnya pemerintah daerah, semakini besar pemerintah daerah maka
semakin baik dalam memberikan pelayanani kepada masyarakat. Ukuran
pemerintah daerahdigunakani untuk mengetahui besar kecilnyai obyek dari
pemerintah daerahi tersebut yang dapat dilihat darii total aset pemerintah

daerah (Nugraheni, 2020).
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2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan derah yang bersumber dari
beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang
dimiliki daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh
seberapa besar sumber- sumber keuangan daerah mampu manghasilkan
pendapatan bagi daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan
pendapatan aslidaerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat
dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan
pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil
ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas
(subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai
alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri
khususnya keperluan rutin.

Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab
melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kehidupan
dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 10 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
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“Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana
Perimbangan diberikani kepada pemerintahi daerah dengan tujuani untuk
mendorong pemerataani pembangunan, dan meningkatkani efektivitas biayai
otonomi daerah. Pembagian dana perimbangani yang tidak merata, dapat
berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
karenai pada kenyataannya dana perimbangani hanya diberikan sebagai
insentifi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Potensi pendapatan tiap daerah tidaklah sama. Ada beberapa daerah
dengan potensi pendapatan yang tinggi dan ada yang cukup rendah. Oleh
karena itu, dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang untuk
menyalurkan dana perimbangan ke setiap daerah di negara Indonesia. Dana
perimbangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi
pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, baik dalam roda
pemerintahan maupun roda perekonomian daerahnya (Maulina afia,mustafa
akmal, 2021).

Dana Perimbangan yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP

Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri
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dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK).
2.2.4 Belanja Modal

Menurut Halim dan Abdullah (2007:101), belanja modal merupakan
pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih
dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, belanja tanah, belanja
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal
jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Sedangkan
Nordiawan (2007:33) menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang
dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal
dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni
peralatan, bangunan, infrastruktur,dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada
tiga cara untuk memperoleh aset tetaptersebut, yakni dengan membangun
sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Belanja modal juga digunakan sebagai salah satu indikator kinerja
keuangan pemerintah daerah. Tingginya persentase belanja modal terhadap
total belanja pemerintah  menunjukkan prioritas pemerintah dalam
pengembangan aset dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan jangka
panjang (Yusuf, 2020). Selain itu, pengelolaan belanja modal yang baik
mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah dalam
menggunakan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Namun, perlu diingat
bahwa tingginya belanja modal tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik
jika tidak diiringi dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh
karena itu, evaluasi terhadap belanja modal harus mencakup aspek efisiensi,
efektivitas, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.
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2.2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah, mengungkapkani bahwa
kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak
dicapai sehubungani dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Kinerjai berasal dari pengertian performance. Pengertian
performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerjai mempunyai
makna yang lebihi luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana
proses pekerjaani berlangsung.

Menurut (Anynda & Hermanto, 2020), Kinerjai keuangan daerah
merupakani komponen paling pentingi untuk mengukur suatu kinerjai serta
konsepidalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam
menjalankan - pertanggungjawabani kepada masyarakat oleh lembaga
pemerintah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangani daerah adalahi
gambaran pencapaian dalam suatu program yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah untuk mencapaii tujuan yangi telah ditetapkan.

Dalam hal itu, jikai programi yang dilaksanakan pemerintah daerah
dengani tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintahi daerah yang
berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakani
masyarakat.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan

dengan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti | Tahun | Variabel Penelitian Hasil temuan
1 Rizki  Artya | 2020 Variabel Dependen | -Ukuran
Rahma  Putri - Pemerintah Daerah
Dra.  Lailatul inerja terhadap
Amanah, Keuangan Kinerja
M.Si., Ak., Pemerintah Berdasarkan rasio
CA, Sekolah Daerah kemandirian
Tinggi  llmu Variabel Independen | menunjukkan
Ekonomi - adanya  pengaruh
Indonesia kuran negatif secara
(STIESIA) Pemerintah signifikan.
Surabaya Daerah -Ukuran
- Pemerintah Daerah
endapatan terhadap
AsliDaerah | Kinerja
- Berdasarkan rasio
ana kemandirian
Perimbangan | menunjukkan
- adanya  pengaruh
elanja Modal | negatif secara
signifikan.
-Dana
Perimbangan
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memiliki pengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
kinerja keuangan
pemerintah daerah

berdasarkan rasio

kemandirian

Afia Maulina, | 2021 Variabel Dependen | -Terdapat
Mustafa - hubungan positif
Alkamal, inerja dan signifikan
Nabilla Salsa Keuangan untukvariabel Penda
Fahira, Pemerintah -Terdapat
Program Studi Daerah hubungan positif
DIV Akuntansi Variabel Independen | yang tidak
Reguler - signifikan untuk
Politeknik endapatan variabel Belanja Mo
Keuangan Asli Daerah
Negara STAN -

ana

Perimbangan

elanja Modal

kuran
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Pemerintah

Daerah
Berti Indah | 2021 Variabel Dependen | -Pendapatan asli
Sari, - daerah berpengaruh
Helmawati, inerja signifikan terhadap
Jurnal Keuangan kinerja
Eksplorasi Pemerintah -Dana alokasi
Akuntansi Daerah umum berpengaruh
Variabel Independen | signifikan terhadap
- kinerja keuangan
endapatan pemerintah daerah.
Asli Daerah | -Belanja daerah
- berpengaruh
ana Alokasi | signifikan positif
Umum terhadap kinerja
- keuangan
elanja Daerah | pemerintah
Asma Al 2022 Variabel Dependen | Terdapat dampak
Husna,Dessi - positif dan besar
Susanti, inerja dari  komponen
Jurnal Keuangan PAD P
Sa Pemerintah terhada
lingkaNagari, Daerah keuangan
Universitas Variabel Independen | Kabupaten Solok
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Negeri - sesuai
Padang endapatan
Asli Daerah
Uthaylah, 2022 Variabel Dependen -Ukuran
Program Studi - Pemerintah daerah
Akuntansi inerja tidak berpengaruh
Fakultas Keuangan terhadap kinerja
Ekonomi dan Pemerintah keuangan
Bisnis Daerah pemerintah daerah
Universitas Variabel berdasarkan rasio
Jambi Independen efisiensi.
- -Pendapatan Asli
kuran Daerah
Pemerintah | berpengaruh positif
Daerah dan signifikan
- terhadap kinerja
endapatan keuangan
AsliDaerah | pemerintah
- Leverage berdasarkan rasio
- efisiensi.
ana
Perimbangan | -Laverage tidak
- berpengaruh
kuran terhadap kinerja
Legislatif keuangan

22




pemerintah daerah
berdasarkan rasio
efisiensi.

-Dana perimbangan
tidak berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan
pemerintah daerah
berdasarkan rasio
efisiensi.

-Ukuran Legislatif
tidak berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan
pemerintah daerah

berdasarkan rasio

efisiensi
Ni Ketut 2023 Variabel Dependen Secara
Cintiari - Maupun stimulan
Kartikaningru inerja Pendapatan Asli
m, Program Keuangan Daerah, Dana
Studi Sarjana Pemerintah Perimbangan
Terapan Daerah berpengaruh positif
Akuntansi Variabel Independen | dan signifikan
Manajerial - terhadap kinerja
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Jurusan endapatan keuangan
Akuntansi Asli Daerah | pemerintah daerah
Politeknik - kabupaten/kota di
Negeri Bali ana Bali

perimbangan

elanja modal
Vidia Utami 2024 Variabel Dependen | -Pendapatan Asli
Putri, Buntoro - Daerahdan Dana Per
Heri Prasetya, inerja -Belanja Modal
Mutiara Puspa Keuangan tidak berpengaruh
Widyowati, Pemerintah terhadap kinerja
Program Studi Daerah keuangan
Akuntansi Variabel Independen | Pemerintah Daerah
Fakultas - Kabupaten/Kota.
Ekonomi dan endapatan Pendapatan Asli
Bisnis, Asli Daerah Daerahdan Dana Per
Universitas -
Pakuan, Bogor ana

perimbanga

elanja modal
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti
memfokuskan dalam empat variabel independen dengan judul “Pengaruh
Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan,
Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Penelitian ini
memiliki karateristik yang membedakan dari studi lain dalam berbagai aspek.
Pertama, fokus penelitian pada pengaruh ukuran pemerintah daerah
meruapakan hal penting karena ukuran pemerintah dapat mencerminkan
besarnya tanggung jawab administrasi dan pengelolaan keuangan. Selain itu,
penelitian juga mempelajari bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Dana Perimbangan yang merupakan sumber pendapatan utama daerah,
berdampak terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat memberikan informasi
mengenai hubungan langsung dan tidak langsung antara faktor tersebut
dengan kinerja keuangan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif terkait dinamika pengelolaan keuangan pemerintah daerah
yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan keuangan yang lebih
efektif.

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah yang diproyeksikan dengan total aset yang dimilki
daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan
operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin
besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan

kegiatan operasional danroda pemerintahan daerah. Selain kemudahan di
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bidang operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan
kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat
meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak
pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu,
semakin besar ukuran pemerintah daerah dengan pengelolaan yang optimal
diharapkan menghasilkan kinerja yang semakin baik pula.

Pemerintah daerah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan
program kerja yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pemerintah
daerah harus didukung dengan aset yang memadai. Oleh karena itu,
diperlukan sumber  daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan
pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, semakin besar
ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah asetpemerintah daerah,
maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut
(Husna & Susanti, 2022). Pernyataan tersebut sejalan denganpenelitian yang
dilakukan (Sari & Mustanda, 2019b) bahwa Ukuran Pemerintah Daerah
berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula
kapasitasnya untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.
Pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki
anggaran yang lebih besar, sehingga mampu mendanai berbagai program
pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Selain itu, ukuran
pemerintah daerah yang besar juga memungkinkan adanya diversifikasi
pendapatan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
stabilitas keuangan. Dengan demikian, hipotesis bahwa ukuran pemerintah
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daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
memiliki dasar empiris yang kuat, sebagaimana didukung oleh literatur
terkait. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini
adalah:
H': Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari sekian
banyak kerangka dan infrastruktur yang secara empatik mempengaruhi
perkembangan keuangan daerah (Rizky & Syahputra, 2022). Semakin besar
perbaikan yang dilakukan maka dapat memperluas perkembangan kondisi
kinerja keuangan daerah.Sebagai bentuk adanya perluasan fondasi perbaikan
kerangka kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diyakini dapat
mendorong pembangunan keuangan di kabupaten tersebut. Sebuah bentuk
instrumen yang digunakan untuk memeriksa tampilan pemerintah daerah
ketika menangani aset daerahnya adalah dengan memisahkan antara kinerja
keuangan dibandingkan dengan realisasi APBD, terlebih jika ditinjau dari
segmen PAD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh masing
masing daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala
kewajibannya dalam menjalankan pemerintahnya, termasuk dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kontribusi
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Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan
masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota naik (meningkat)
(Kartini & Astuti, n.d.).

Sedangkan menurut (Shafwah et al.,, 2024) berpendapat bahwa
peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain
lain pendapatan asli daerah yang sah akan berdampak pada peningkatan
kinerja keuangan daerahnya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Antari & Sedana,2018b), (Prastiwi & Aji, n.d.), (Husna
& Susanti, 2022) yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan PAD
memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah,
efisiensi pengelolaan anggaran, dan kemampuan pemerintah daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, hipotesis
bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat berdasarkan bukti empiris dan teori
ekonomi publik. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka hipotesis

dapat dinyatakan sebagai berikut.

H?: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja
KeuanganPemerintah Daerah
2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

PemerintahDaerah
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Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila realisasi
belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi
defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka
pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan yang
terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan
untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Kemampuan
daerah untukmenghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung
kondisi daerah yang bersangkutan apakah daerah tersebut memiliki sumber
daya alam atau tidak, daerahdengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi
atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga
tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Hamzami Ulfi et
al., 2022). Daerah dengan sumber daya sedikit memerlukan subsidi agar dapat
mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu, dana perimbangan
yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat
pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi
kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah
daerah semakin menurun (Armaja et al., 2017).

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan
pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian
yangdilakukan oleh (Prastiwi & Aji, n.d.) membuktikan dana perimbangan

berpengaruhsignifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,
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sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah
mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat
ketergantungan yang tinggi.

Hipotesis bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didasarkan pada tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Tingginya penerimaan Dana Perimbangan menunjukkan bahwa pemerintah
daerah belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagai sumber pembiayaan utama, sehingga mencerminkan kemandirian
keuangan yang rendah. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya insentif bagi
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal secara efisien, yang
pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal.

Jika dikaji dengan Teori Stewardship dana perimbangan dikucurkan
untuk = membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepuasan
masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana yang diberikan maka akan
memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini dapat berbeda jika dana
perimbangan terlalu diandalkan olehpemerintah daerah atau dengan kata lain
terjadi ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan
pemerintah daerah yang buruk karena tidak dapat mengeksplorasi potensi

daerah.

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Belanja modal merupakan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

30



Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat lebih
dari satu tahun. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembelian
tanah, pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, serta peralatan dan
mesin yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan
pembangunan daerah. Pengalokasian belanja modal yang efisien dapat
mencerminkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada pencapaian
tujuan jangka panjang pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri RI,
2006).

Belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan aset yang dapat
meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan
output yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur yang memadai.
Namun, tingginya belanja modal juga dapat memberikan tekanan pada
stabilitas keuangan jika tidak diiringi dengan perencanaan dan pengawasan
yang baik (Mardiasmo, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
realisasi belanja modal yang tinggi, apabila tidak diimbangi dengan efisiensi,
dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
(Wibowo et al., 2021).

Jika dikaji melalui Teori Stewardship, belanja modal merupakan
wujud tanggung jawab pengelola (steward) untuk memastikan penggunaan

sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Stewardship
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mengasumsikan bahwa pengelola pemerintah daerah memiliki motivasi
intrinsik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui alokasi
anggaran yang mendukung pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini,
pengelolaan belanja modal yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat
kinerja keuangan daerah melalui pengembangan aset yang produktif (Halim,
2021).

H*: Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5 Kerangka Penelitian
Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independent (Ukuran
Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja
Modal. Serta variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).

Adapun kerangka penelitiannyaadalah sebagai berikut :

Ukuran Pemerintah
Daerah (X"

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) (X?)

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

(Y)

Dana Perimbangan
(X%)

Belanja Modal
(X*)

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research.
Menurut Sugiyono (2017), eksplanatory research adalah metode penelitian
yang menjelaskan kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta
pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Lingkup dalam
penelitian ini yakni menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan jumlah dari subjek penelitian yang
mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu untuk menjadi bahan
penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini
adalah laporan keuangan 6 pemerintah kota dan 29 kabupaten di Jawa
Tengah selama tahun 2021-2023.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh
populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini
adalah 6 pemerintah kota dan 29 kabupaten di Jawa Tengah yangberjumlah
35. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.
Teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan data spesifik yang
memiliki karakteristik tertentu. Sehingga sampel yang diambil adalah yang
memenuhi kriteria relevan dengan tujuan penelitian. Berikut kriteria yang

digunakan dalam penelitian:
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1. Kelengkapan Laporan Keuangan
2. Konsistensi Laporan Keuangan
3. Relevansi terhadap Masalah
4. Kualitas Laporan Keuangan
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data adalah kategori data yang dikumpulkan dan dianalisis
dalam penelitian untuk memahami pengaruh variabel-variabel tertentu,
yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana
perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data dalam
penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diukur dalam bentuk
angka untuk mendukung analisis hubungan antar variabel secara objektif.
Sumber data adalah tempat atau asal data yang digunakan dalam
penelitian untuk menjawab rumusan masalah hipotesis. Sumber data
yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang
dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang sudah ada sebelumnya,
bukan dihasilkan langsung oleh peneliti melalui survei atau wawancara.
Data sekunder ini diperoleh dari https://www.bps.go.1d/id.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data merupakan cara yang
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai
tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi. Metode dokumentasi melalui pengumpulan data
dengan cara mengambil data laporan keuangan yang dibutuhkan secara

online berdasarkan permintaan informasi publik.
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3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.5.1

Penelitian variabel merupakan salah satu unsur yang penting karena
suatu proses pengumpulan fakta dengan baik, bila dapat dirumuskan
variabel penelitian dengan tegas (Nasution, 2017). Variabel didefiniskan
sebagai subyek yang memiliki ragam berbeda antar obyek.Pada penelitian
ini terdapat dua variabel yaitu dependen dan independen. Variabel
dependen didefinisikan sebagai variabel terikat yang besarannya
tergantung dari variabel lain. Sedangkan variabel independen didefinisikan
sebagai variabel yang apabila muncul dapat mempengaruhi variabel lainya
yaitu variabel dependen. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuanpemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya secara
efektif, efisien, akuntabel dan transparan untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah. Kinerjaini mencerminkan seberapa baik pemerintah
daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran
serta penggunaan dana publik demi kepentingan masyarakat.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan rumus
rasio efektivitas anggaran yang dihitung dengan membandingkan realisasi
anggaran dan anggaran yang ditetapkan. Langkah pertama dalam
pengukuran ini adalah mengambil data dari anggaran yang telah ditetapkam
dalam dokumen anggaran pemerintah daerah. Setelah itu membandingkan
dengan jumlah anggaran yang telah terealisasikan. Kemudian, menghitung

rasio dengan membagi realisasi anggaran dengan
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anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio, maka kinerja keuangan
daerah semakin baik.
3.5.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah daerah merujuk pada cakupan dan skala
operasional pemerintah daerah, termasuk besarnya wilayah, jumlah
penduduk, kapasistas, dan kompleksitas tanggung jawabyang harus dikelola.
Ukuran ini memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan
pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik, mengelola sumber
daya, serta menjalankan fungsi administrative dan pemerintahan.

Pengukuran ukuran pemerintah daerah menggunakan rumus Size = Ln
(Total Aset Pemerintah Daerah). Total aset pemerintahdaerah mencakup
semua asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti aset tetap (Gedung,
tanah, infrastruktur), dan aset lancar (kas, piutang). Rumus ini menggunakan
logaritma natural (Ln) untuk mengurangi nilai yang besar, memudahkan
analisis, dan mengatasi masalah distribusi data tidak normal. Langkah
pertama adalah dengan mengambil data Total Aset Pemerintah Daerah yang
tercatat dalam laporan keuangan tahunan. Setelah itu, menghitung logaritma
natural dari jumlah total aset tersebut.

3.5.3 Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yangdiperoleh
oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri, dengan
tujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan
pelayanan public kepada masyarakat. PAD mencerminkan kemampuan
pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya local demi
kesejahteraan penduduknya tanpa bergantung pada dana transfer dari
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pemerintah pusat.

Pengukuran PAD menggunakan rumus yang menggabungkan
berbagai sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. PAD =
Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan + lain lain pendapatan daerah yang sah. Langkah pertama
dalam pengukuran PAD adalah mengidentifikasi Pajak Daerah.
Selanjutnya, menambahkan retribusi daerah seperti retribusi pasar atau
restribusi izin usaha.

Kemudian menghitung hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan
menambahkan semua pendapatan lain yang sah. Maka, hasil akhir
penjumlahan seluruh komponen tersebut akan menghasilkan total
pendapatan asli daerah (PAD) yang mencerminkan sumber daya keuangan
daerah yang diperolah secara internal.

3.5.4 Dana Perimbangan (Variabel Independen)

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme keuangan
pemerintah di Indonesia. Dana inibertujuan untuk mendukung pelaksanaan
desentralisasi, dimana pemerintah daerah dibert wewenang yang lebih besar
untuk mengelola anggaran dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan
kebutuhan local.

Pengukuran dana perimbangan menggunakan rumus yang
menggabungkan berbagai komponen dana yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah. Langkah pertama dalam pengukuran adalah mengidentifikasi dana

alokasi umum (DAU). Kemudian, menambahkan Dana Alokasi Khusus
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3.5.5

(DAK) dan terakhir menghitung Dana Bagi Hasil (DBH). Setelah
menjumlahkan ketiga komponen dana tersebut maka akan diperoleh Dana
Perimbangan, yang mencerminkan kontribusi dari pemerintah pusat untuk
membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi otonomi
daerahnya.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan
untuk memperoleh, menambah atau memperbaiki aset tetap yang memiliki
manfaat jangka Panjang seperti tanah, gedung, jalan, jembatan serta peralatan
dan mesin. Belanja modal bertujuan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan public yang dapat
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator
presentaserealisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rumus yang
digunakan adalah Presentasi belanja modal yaitu realisasi belanja modal
dibagi total belanja daerah X 100%. Sumber data untuk variabel belanja
modal diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah
diaudit. Pengukuran ini mencerminkan seberapa besar alokasi belanja modal
dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan public dibandingkan

dengan total pengeluaran pemerintah daerah secara keseluruhan.

3.5.6 Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No | Variabel Definisi Konsep | Pengukuran Refer
ensi
1 Kinerja Menurut Rasio Keserasian Susan
Keuangan peraturan ti,
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Pemerintah
Daerah

dalam
nomor

menteri
negeri
13
tahun
kinerja
keuangan
daerah adalah
hasil dari
kegiatan  atau
program yang
telah  dicapai
dalam
penggunaan
anggaran.

2006,

Pengukuran
kinerja
pemerintahi
daerah ~ dapat
diukur dengan
menilai  rasio
keserasian.
Rasio
keserasian
dalam
mengukur
kinerja
keuangan
pemerintah
daerah
merupakan
indikator untuk
menilai
efisiensi,
efektivitas dan
kemandirian
keuangan
daerah.

Pendapatan Operasional
= X 100

Belanja Operasional

2020

Ukuran
Pemerintah
Daerah

Ukuran
pemerintah
daerah adalah
tolak ukur atau
acuan  untuk
mengetahui
seberapa besar
pemerintah
daerah.
Biasanya
terlihat dari

Size = Ln Total Aset
Pemerintah Daerah

Yulia
nto,
2018
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total aktivitas,
luas wilayah dan
jumlah
penduduk

Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

Pendapatan Asli
Daerah  adalah
penerimaan yang
diperoleh  dari
sektor pajak
daerah, retribusi
daerah, hasil
perusahaan
milik daerah,
hasil
pengelolaan
kekayaan daerah
yang dipisahkan
dan lain lain.

Pendapatan Asli Daerah =
Pajak Daerah + Restribusi
Daerah + Hasil

Iskand
ar,
2020

Dana
Perimbangan

Dana
perimbangan
adalah  dana
yang Dberasal
dari
pendapatan
APBN  yang
dialokasikan
ke daerah
untuk
mendanai
kebutuhan
daerah dalam
rangka
desentralisasi.

Dana
perimbangan
yang
digelontorkan
oleh pusat
kepada  daerah
berbentuk antara
lain: Dana
Alokasi Umum
(DAU), Dana
Alokasi Khusus
(DAK), dan
Dana Bagi Hasil
(DBH).

Dana Perimbangan

= Dana alokasi umum (DAU)
+ Dana Alokasi Khusus
(DAK) +Dana Bagi Hasil
(DBH)

Wido
do,
2020

Belanja

Belanja modal

Presentase belanja modal

Yusuf
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Modal adalah , M.
pengeluaran Nilai Belanja Modal (2020
yang dilakukan | = X100 | ).
oleh suatu Total Belanja
organisasi  atau
pemerintah
untuk
memperoleh
aset tetap atau
modal.

3.6 Teknik Analisis Data
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis di atas, maka teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis
dan memecahkan masalah. Adapaun alat yang digunakan dalam menganalisis

penelitian ini adalah SPSS versi 25.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendiskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,
2019). Dengan statistik deskriptif, maka kita dapat mengetahui nilai rata-rata,
standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Data penelitian yang
terdapat pada penelitian ini meliputi ukuran pemerintah daerah, pendapatan
asli daerah, dan dana perimbangan.
3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan
analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas
model yang digunakan. Berikut uji asumsi klasikyang akan dilakukan:

3.6.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang berfungsi untuk menguji

apakah data pada variabel bebas dan terikat pada persamaan regresi,
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menghasilkan data yang berdistribusi normal atau berdistribusitidak normal.
Model yang digunakan untuk mendeteksi uji normalitas dalam penelitian ini
adalah uji Kolmogrov Smirnov .Syarat dalm uji normalitas yang digunakan
untuk mengambil keputusan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov
adalah:
1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha
ditolak. Hal ini berarti data berdistribusi normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho di tolak dan Ha
diterima. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal.
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas
Menurut Ghazali (2018), pengujian multikolinieritas bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik apabila diuji maka tidak akan berkorelasi. Cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat
dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (Variance InflationFactor)
dengan bantuan program Statistical Product and service Solution (SPSS).
Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai Tolerance lebih dari 10
persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00.
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gletjer
untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam sebuah model regresi.
Dalam wuji Gletjer, data residual diambil dari model regresi kemudian
melakukan regresi kembali dengan nilai absolut residual. Jika hasil regresi
menunjukkan koefisien yang signifikan secara statistik, maka terjadi indikasi
adannya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika koefisien tidaksignifikan, maka
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asumsi homoskedastisitas dapat terpenuhi.

3.6.3

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis kuantitatif
yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen
terhadap variabel dependen. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai
faktor prediator dimanipulasi (dinaik 40 turunkan nilainya). Analisis ini
dilakukan jika variabel independennya minimal dua yang dimasukkan
dalam model regresi ini (Sugiyono, 2015).

Y =a+biUp+ boPAD + bsDP + bsBM+ ¢

Keterangan:
Y = kinerja keuangan pemerintah daerah
a = konstanta
bl = koefisien regresi ukuran pemerintah daerah
b2 = koefisien regresi pendapatan asli daerah
b3 = koefisien regresi dana perimbangan
b4= koefisien regresi belanja modal
X1 =ukuran pemerintah daerah
X2 = pendapatan asli daerah
X3 = dana perimbangan
X4= Belanja Modal

€ = error term model (variabel residual)

3.6.4 Uji Kelayakan Model

3.64.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji kelayakan model atau uji F adalah pengujian untuk menentukan
apakah model regresi yang diusulkan dapat diterima atau ditolak. Uji
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kelayakan model dengan Uji F dapat dideteksi melalui langkah berikut:
a. Menentukan Hipotesis Statistik
- HO : Bi = 0, maka secarai simultan variabel independeni tidak
berpengaruh terhadap variabeli dependen
- Ha : Bi# 0, maka secara simultan variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen.
b. Tingkat Signifikansi
Tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat
kesalahan adalah 0,05.
c. Penilaian Kriteria Keputusan
- Apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan HO ditolak,
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen
berpengaruh terhadapi variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka HO diterima dan Ha ditolak,
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi atau R-kuadrat (R?) adalah
pengukuran statistik yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar
pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen
(Y). Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R?) berarti pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien
determinasi (R?) semakin mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2015).

Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai Adjusted R
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square bukan R Square dari model regresi karena R Square bias terhadap
jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan
Adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen
ditambahkan dalam model.

3.1.1 Uji Persial (uji T)

Uji Parsial (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk
menguji signifikasi pengaruh variabel independen ( ukuran pemerintah
daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal) terhadap
variabel dependen ( Kinerja keuangan pemerintahO di lakukan dengan
menggunakan uji t (t-test).

Hasil uji t dapat di lihat pada tabel coeffiecients pada kolom sig
(significance). Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai
signifikansi > 0,05, maka dapat di katakan bahwa variabel independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Penelitian

Indonesia merupahan negara yang terdiri dari berbagai provinsi, salah
satunya provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu
wilayah kesatuan yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Berbatasan
langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah
selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di
sebelah timur dan Daerah Istimewa Y ogyakarta yang berada ditengah. Provinsi
Jawa Tengah memiliki luas sekitar 32.548 kilometer persegi. Wilayah ini
memiliki bentang alam yang beragam, seperti pegunungan, dataran tinggi,
pantai dan dataran rendah. Adapun diantaranya seperti Gunung Merbabu,
Merapi, Sindoro, dan Sumbing turut membentuk karakter geografis provinsi
ini.

Secara administratif provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah
otonom, yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Keenam kota tersebut adalah
Semarang, yang juga merupakan ibu kota provinsi, serta Surakarta (Solo),
Pekalongan, Tegal, Magelang, dan Salatiga, dengan peranan penting masing-
masing kota dalam membangun sektor ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan
di Jawa Tengah. Dengan letaknya yang strategis dan kekayaan budaya yang
dimiliki, Jawa Tengah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi di Pulau Jawa maupun secara nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada laporan
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keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu yang

digunakan yaitu selama tahun 2021-2022. Sample dalam penelitian ini

diperoleh dengan menggunakan purposive sampling, dari 31 laporan keuangan

kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun dengan data yang

diperoleh sebanyak 93 data pengamatan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik  deskriptif digunakan dalam penelitian untuk

menggambarkan suatu keadaan variabel penelitian secara statistik, dengan nilai

rata-rata, simpangan baku (S7d. Deviation), nilai minimum dan maksimum dari

seluruh variabel dalam penelitian ini. Sebagaimana tertera dalam Tabel 4.1

berikut :

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Std.
N Min Max Mean
Deviation
Ukuran Pemerintah 93 16,00 31,00 28,09 2,57
Daerah (X1)
Pendapatan Alsi 93 25,00 28,00 25,96 0,67
Daerah (X2)
Dana Perimbangan 93 26,00 35,00 27,80 0,96
(X3)
Belanja Modal (X4) 93 -3,00 12,00 2,80 1,96
Kinerja Keuangan 93 -2,00 15,00 4,74 1,94
(Y)

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :
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a. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa
variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 16,00
atau persentase 16% dan nilai maksimum sebesar 31,00 atau persentase
31%, nilai rata-ratanya sebesar 28,09 atau persentase 28% dan nilai standar
deviasi sebesar 2,57 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi
ukuran pemerintah daerah lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data sebaran ukuran pemerintah daerah
menyebar secara merata.

b. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa
variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 25,00 atau
persentase 25% dan nilai maksimum sebesar 28,00 atau persentase 28%,
nilai rata-ratanya sebesar 25,96 atau persentase 26% dan nilai standar
deviasi sebesar 0,67 atau persentase 1%, artinya nilai standar deviasi
pendapatan asli daerah lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data sebaran pendapatan asli daerah menyebar secara
merata.

c. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa
variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 26,00 atau
persentase 26% dan nilai maksimum sebesar 35,00 atau persentase 35%,
nilai rata-ratanya sebesar 27,80 atau persentase 28% dan nilai standar
deviasi sebesar 0,96 atau persentase 1%, artinya nilai standar deviasi dana
perimbangan lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan

bahwa data sebaran dana perimbangan menyebar secara merata.
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d. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa
variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar -3,00 atau
persentase -3% dan nilai maksimum sebesar 12,00 atau persentase 12%,
nilai rata-ratanya sebesar 2,80 atau persentase 3% dan nilai standar deviasi
sebesar 1,96 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi belanja modal
lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
sebaran belanja modal menyebar secara merata.

e. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa
variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar -2,00 atau
persentase -2% dan nilai maksimum sebesar 15,00 atau persentase 15%,
nilai rata-ratanya sebesar 4,74 atau persentase 5% dan nilai standar deviasi
sebesar 1,94 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi kinerja
keuangan lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa
data sebaran kinerja keuangan menyebar secara merata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas data dalam penelitian 11 digunakan untuk menguji
masing-masing variabel dalam model regresi untuk melihat variabel yang
digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2020).
Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik
kolmogorov-smirnov test, dengan nilai kolmogorov-smirnov signifikan lebih

besar dari 0,05, yang berarti data residual berdistribusi normal, atau
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model analisis regresi dikagalan baik dan tepat). Hasil uji normalitas dapat
dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized
Residual

N 93

Normal Parameters Mean ,0000000
Std.

Deviation 27145512

Most Extreme Differences Absolute ,109

Positive ,L109

Negative -,109

Test Statistic ,L109

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012¢

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil
pengujian normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansi atau
Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,012 atau lebih besar dari 0,05, artinya data
residual pada penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi ini
layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.2.2.2 Uji Multikolineritas

Uji  multikolinieritas dalam peneligian ini digunakan karena
penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen) dalam
model regresi. Jika pada uji ini variabel independen (bebas) terbukti saling
terikat maka, pengujian tidak dapat dilanjutkan, karena ketiadaan
multikolinearitas pada variabel penelitian merupakan syarat dalam model
regresi. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan Variance
Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,1 artinya

data yang diuji dapat dikatakan memiliki multikolinearitas, akan
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tetapi jika nilai VIF < 10 dan nilai folerance > 0,1 artinya data yang diuji
tidak memiliki multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat
dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistic
Model
Tolerance VIF
Ukuran Pemerintah Daerah (X1) 0,936 1,068
Pendapatam Asli Daerah (X2) 0,823 1,215
Dana Perimbangan (X3) 0,848 1,180
Belanja Modal (X4) 0,992 1,008

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas dapat
disimpulkan bahwa nilai folerance pada setiap variabel penelitian > 0,1 dan
nilai VIF pada setiap variabel penelitian < 10, artinya nilai tolerance
masing-masing variabel penelitian lebih dari 0,1. Begitupun dengan nilai
VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak
mengalami multikolinearitas, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap
selanjutnya.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk
mengetahui apakah terdapat perbedaan variansi dalam model regresi,
dengan menggunakan uji glejser yanb akan mengkorelasikan absolute
residual dengan variabel bebas, dengan nilai signifikansinya > 0,05 maka
variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2020). Hasil uji

multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawabh ini.
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Sig.
Ukuran Pemerintah Daerah (X1) 0,585
Pendapatam Asli Daerah (X2) 0,764
Dana Perimbangan (X3) 0,668
Belanja Modal (X4) 0,643

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji
heterokedastisitas dengan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi
masing-masing variabel ukuran pemerintah daerah, variabel pendapatan asli
daerah, variabel dana perimbangan, dan variabel belanja modal lebih besar
dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah
heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini untuk
melihat sejauh mana pengaruh variabel independen dapat mempengaruhi
variabel dependen (Ghozali, 2020). Hasil uji analisis regresi linear berganda
dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized

Coefficients t Sig.
Model
B Std.
Error

Constant 8,587 7,760 1,107 0,271
Ukuran Pemerintah

Daerah (X1) 0,189 0,074 2558 0,012
Pendapatam Asli

Daerah (X2) -0,519 0,310 -1,676 0,097
Dana Perimbangan 0,110 0,210 0,523 0,602
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(X3)
Belanja Modal (X4) 0,380 ,091 4,162 0,000
Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa :
Y = 8,587+ 0,189X1 +-0,519X2 + 0,110X3 + 0,380X4+10%¢

a. Berdasarkan Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini nilai konstanta
sebesar 8,587 dan nilai sig 0,271 (> 5%) , artinya jika semua variabel
independen ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan belanja modal dianggap konstan, maka besarnya
kinerja keuangan adalah nol (tidak ada perubahan).

b. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daers (X1) sebesar
0,189 dan nilai sig 0,012 (< 5%), artinya ukuran pemerintah daerah
berpengaruh positif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa

ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

c. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X2) sebesar -
0,519 dan nilai sig 0,097 (> 5%), artinya pendapatan asli daerah
berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

d. Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan (X3) sebesar 0,110
dan nilai sig 0,602 (> 5%), artinya dana perimbangan berpengaruh
positif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa dana

perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
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e. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X4) sebesar 0,380 dan
nilai sig 0,000 (< 5%), artinya belanja modal berpengaruh posiif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukan bahwa
semakin besar pengeluaran belanja modal maka akan meningkat juga
kinerja keuangannya.

4.2.5 Uji Kelayakan Model
4.2.5.1 Uji F
Uji F pada penelitian digunakan untuk mengetahui kelayakan model
penelitian yang digunakan, dengan nilai signifikansi dibawah 0,05. Selain
itu, uji F juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2020).

Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

Sum of Mean
Model Squares Df | Square| F Sig.
1 |Regression 71,178 4| 17,795 6,221 ,000°
Residual 251,718 88| 2,860
Total 322,896| 92
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber : Data primer diolah, 2025
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung
sebesar 6,221 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05, yang berarti

bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh positif secara
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simultan terhadap variabel dependen atau model penelitian dalam penelitian
dikatakan layak atau sangat layak karena kurang dari 0,05.
4.2.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji R? dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh
mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan nilai
R? berposisi antara 0 dan 1. Artinya jika nilai koefisien determinasi tinggi
atau bernilai besar maka variabel independen dapat memberikan seluruh
informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan variabel dependen,
begitupun sebaliknya (Ghozali, 2020). Hasil uji koefisien determinan (R?)
dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary

R Adjusted R | Std. Error of the
Model R Square Square Estimate
1 0,470%| 0,220 0,185 1,69128
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan uji R? dapat dikatakan
bahwa koefisien determinasi (R*) memperoleh nilai sebesar 0,185. Artinya,
pengaruh yang diberikan oleh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan belanja modal dalam menjelaskan hubungan
dan pengaruhnya terhadap variabel kinerja keuangan hanya sebesar 18,5%
sedangkan 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian

4.2.5.3 UJi Signifikansi Parameter Individual (Uji T)
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Uji t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen secara
parsial dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikan t
< 0,05 maka HO ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan
antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai
signifikan t > 0,05 maka Ha diterima, berati tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, atau
melakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel dengan df = n-k, df =

99— 3 (Ghozali, 2020). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4. 8 Hasil Uji T
Model T Sig. Keterangan

Constant 1,107 0,271
Uk P intah Daerah Diteri

uran Pemerintah Daera 2558 0.012 iterima
(X1)
Pendapatan Asli Daerah (X2) -1,676 0,097 Ditolak
Dana Perimbangan (X3) 0,523 0,602 Ditolak
Belanja Modal (X4) 4,162 0,000 Diterima

Sumber : Data primer diolah, 2025
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini sebagai
berikut:

a. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai
signifikan sebesar 0,012, dapat diartikan bahwa hipotesis 1 diterima,
artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai
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signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t
hitung lebih besar dari pada t tabel 1.661.

b. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai

signifikan sebesar 0,097, dapat diartikan bahwa hipotesis 2 ditolak,
artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena
memiliki nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan
memiliki t hitung lebih kecil dari pada t tabel 1.661.

c. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah

Berdasarkan hasil perhitungan wuji signifikansi dengan nilai
signifikan sebesar 0,602, dapat diartikan bahwa hipotesis 3 ditolak,
artinya dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai
signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t
hitung lebih kecil dari pada t tabel 1.661.

d. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai

signifikan sebesar 0,000, dapat diartikan bahwa hipotesis 4 diterima,
artinya belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai signifikansi lebih

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t hitung lebih besar
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dari pada t tabel 1.661.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Kuangan
Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H1 di terima
dengan nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah 0,012 < 0,05
dengan t hitung sebesar 2,558 > 1.661, artinya ukuran pemerintah daerah
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Semakin besar ukuran pemerintah suatu daerah maka semakin baik
kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Jauhari dan Dewata (2019), Mulyani dan Wibow (2017) dan Alvini (2018)
yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpenaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena semakin
besar tanggungjawab pemerintah daerah makan akan semakin mendorong
birokrasi untuk berinovasi dalam mewujudkan kinerja keuangan yang
sesuai dengan harapan konstituennya. (Bunga, et al 2022).

Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, bahwa semakin
besar aset yang dimilik oleh suatu pemerintah daerah, maka sebagai
steward, pemerintah akan memberikan pelayanan maksimal kepada publik
melalui peningkatan kinerja keuangan. Artinya semakin besar asset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kesempatan

pemerintah daerah dalam pemanfaatan pembiayaan umtuk menjaga
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kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai pemimpin (Bunga, et al
2022).
4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H2 ditolak dengan nilai
signifikansi variabel pendapatan asli daerah 0,097 < 0,05 dengan t hitung
sebesar -1,676 > 1.661, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin
besar pendapatan asli daerah suatu daerah tidak menjamin adanya pengaruh
terhadap peningkatan kinerja keuangan dacrah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Azhar (2021) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah,
maka tidak akan mempengaruhi keputusan dalam menggunakan pendapatan
asli daerah, karena segala bentuk kebtuhan telah disesuaikan dengan
kebutuhan dan pembangunan daerah, jadi tidak akan berpengaruh terhadap
kineja keuagan pemerintah daerah (Azhar, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship bahwa organisasi
tidak semata-mata tergantung pada seberapa besar sumber daya yang
dimiliki, melainkan pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dengan
penuh tanggungjawab oleh para pengelolanya. Artinya meskipun pendapaan

asli daerah merupakan indikator kemandirian fiskal daerah,
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akan tetapi jika pengelolaanmya tidak berorientasi pada kepentingan publik,
maka seberapa besar penerimaan PAD tetap tidak akan menghasilkan
kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat
pemahaman bahwa peran steward atau pengelola keuangan daerah sangat
penting dalam memastikan bahwa setiap sumber daya, termasuk PAD dapat
dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan keuangan daerah
(Azhar, 2021).

4.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H3 ditolak dengan nilai
signifikansi variabel dana perimbangan 0,602 < 0,05 dengan t hitung
sebesar 0,523 > 1.661, artinya dana perimbangan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar
dana perimbangan maka kemungkinan besar dapat mendorong kinerja
keuangan pemerintah daeah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Digdowiseiso et al., (2022) dan Purnama, (2016) bahwa dana perimbangan
berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya
seberapa besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah
tidak menjamin tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik. Sebab Hal
ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti ketergantungan pemerintah
daerah terhadap transfer dari pusat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan

keuangan, atau alokasi dan penggunaan dana yang belum optimal (Niken
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dan Achmad, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship bahwa pengelola
publik bertindak sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tujuan yang
selaras dengan kepentingan publik. Artinya meskipun pemerintah pusat
telah memberikan dukungan fiskal melalui dana perimbangan, peran dan
sikap stewardship dari pemerintah daerah tetap menjadi faktor utama dalam
memastikan bahwa dana dikelola dengan baik yang kemudian akan
berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Jadi, keberhasilan
pengelolaan keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan
dan tanggung jawab stewardship, bukan semata-mata karena besarnya dana

yang tersedia (Niken dan Achmad, 2024).

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H4 di terima
dengan nilai signifikansi variabel belanja modal 0,012 < 0,05 dengan t
hitung sebesar 2,558 > 1.661, artinya belanja modal berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar
alokasi dan realisasi belanja modal oleh pemerintah daerah, maka semakin
baik pula kinerja keuangan yang dicapai.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Andirfa et al, (2016), Alvini (2018) dan Sari dan Mustanda (2019) yang

menyatakan bahwa belanja modal berpenaruh positif signifikan terhadap
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kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif dan signifikan ini
menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah pada sektor-sektor dalam
pemerintahan benar-benar mampu mendorong efisiensi, efektivitas, serta
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebab modal telah
dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur
dan sarana prasarana pada suatu daerah. Sehingga dengan infrastruktur,
sarana dan prasarana yang memadai mampu meningkatkan tingkat efisiensi
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Jannah, 2019).

Penelitian ini sejalan ‘dengan teori stewardship, bahwa semakin
besar belanja modal pemerintah daerah maka semakin meningkat pula
tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebab
pemerintah daerah selaku steward merupakan lembaga yang dipercaya
menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga pelayanan publik
maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dan
pengelolaan belanja modal yang optimal akan selalu membutuhkan kerja
sama yang baik antara pemerintah daerah (steward) dengan rakyat
(principal) dalam memberikan kepuasan bagi publik sehingga dapat
mendukung terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah (Jannah,

2019).
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H1 di terima, artinya
semakin besar ukuran pemerintah suatu daerah maka semakin baik kinerja
keuangan pemerintah daerahnya, karena semakin besar tanggungjawab
pemerintah daerah makan akan semakin mendorong birokrasi untuk
berinovasi dalam mewujudkan kinerja keuangan yang sesuai dengan

harapan konstituennya.
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2. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H2 ditolak, artinya semakin
besar pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah, maka tidak akan
mempengaruhi keputusan dalam menggunakan pendapatan asli daerah,
karena segala bentuk kebtuhan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan
pembangunan daerah, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kineja
keuagan pemerintah daerah.

3. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H3 ditolak, artinya seberapa
besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak
menjamin tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik, hal ini bisa terjadi
karena beberapa faktor, seperti ketergantungan pemerintah daerah
terhadap transfer dari pusat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan
keuangan, atau alokasi dan penggunaan dana yang belum optimal.

4. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H4 di terima, artinya
semakin besar alokasi dan realisasi belanja modal oleh pemerintah daerah,
maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai. Dan pengelolaan
belanja modal yang optimal akan selalu membutuhkan kerja sama yang
baik antara pemerintah daerah (steward) dengan rakyat (principal) dalam
memberikan kepuasan bagi publik sehingga dapat mendukung terciptanya
kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa
saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain
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selain ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan belanja modal untuk dapat diteliti lebih lanjut, serta
menambah subjek permasalahan untuk mendapatkan temuan baru yang
lebih komprehensif.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup
penelitian seperti laporan keuangan pemerintah daerah dibeberapa povinsi
diseluruh Indonesia sehingga ada perbandingan yang lebih signifikan
karena pada penelitian ini hanya berfokus pada laporan keuangan
pemerintah daerah di Jawa Tengah.

5.3 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengambilan data memakan waktu yang cukup lama karena menggunakan
laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah dengan akses untuk
memperoleh laporan keuangan yang sulit untuk didapatkan dan harus
melalui izin dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang
berkepentingan.

2. Variabel dalam penelitian ini terbatas, hanya meneliti empat variabel
independen, sehingga masih ada beberapa variabel independen yang
belum diketahui pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam

penelitian ini selain empat variabel yang digunakan.
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